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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang ini semakin mempengaruhi kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali dalam hal perkembangan transaksi keuangan.
Seiring perkembangan teknologi, salah satunya ATM, mulai dari nasabah
melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan teller, hingga
perkembangan teknologi yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi
kapanpun dan dimanapun, salah satunya adalah penggunaan sistem elektronik
yang lebih mudah diakses, seperti misalnya jasa mesin pembayaran yang
disebut ATM (Automatic Teller Machine) atau biasa juga disebut dengan
Anjungan Tunai Mandiri.

Berkembang pesatnya globalisasi tentunya mempengaruhi beberapa
aspek kehidupan, salah satunya teknologi. Semakin majunya suatu peradaban
tentunya semakin berkembang pula teknologinya. Salah satu bentuk
perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat yakni adanya teknologi
Automatic Teller Machine (ATM). Adanya ATM nasabah bank tentunya akan
mendapatkan keuntungan dari segi efektifitas dan efisiensi waktu, prosedur
penarikan di ATM yang cukup mudah membuat perputaran uang di ATM
cukup tinggi. Memang benar bahwa semakin tingginya perputaran uang lewat
Automatic Teller Machine (ATM) tanpa disadari, semakin banyak kejahatan

yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.



Kejahatan atau tindak pidana biasanya dilakukan oleh pelaku karena
didorong atau dilatarbelakangi keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup
akan tetapi keadaan atau kondisi financial tidak mencukupi. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semakin maju memberikan peluang bagi
pelaku kejahatan untuk meningkatkan kualitas kejahatannya, sehingga
menghasilkan tindak pidana yang semakin beragam. Kebijakan dan antisipasi
yang menyeluruh adalah cara untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana.

Ada banyak jenis kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
antara lain pencurian, penipuan, menyelipkan benda asing di lubang kartu
ATM dan sebagainya. Namun pada penelitian ini, kejahatan melalui mesin
ATM hanya akan dibatasi terkait tindak pidana pencurian, agar tidak
meluasnya objek yang akan diteliti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pencuri adalah orang
yang mencuri, maling. Pencuri dari kata dasar curi memiliki arti mengambil
milik orang lain, biasanya secara sembunyi-sembunyi tanpa izin atau melawan
hukum?.

Tindak pidana pencurian menurut hukum pidana juga dibagi menjadi
beberapa jenis, antara lain tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP
atau pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur
menurut Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur
menurut Pasal 364 KUHP.

Selain tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365

KUHP juga dalam kasus “gequalificeerde diefstal” atau pencurian yang diakui
akibatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP?,

! Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/curi, diunduh tanggal 21 Juli 2021, Pukul
21.30.

2 Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 363 dan
Pasal 365, hIm.128 dan him. 129.



https://kbbi.web.id/curi

Perbuatan mengambil suatu benda, dengan maksud untuk memiliki secara
tidak sah, sesuatu yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain
termasuk dalam Pasal 362 KUHP harus dipenuhi terlebih dahulu. Suatu
pencurian salah satunya pencurian di ATM, termasuk Pasal 363 KUHP point

ke-5 tentang merusak.

Pencurian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan
tindak pidana, dan dapat dikategorikan seperti yang diatur pada Pasal 363
KUHP khususnya yang (point ke-5) yang diterjemahkan oleh Prof. Moeljatno,
yaitu:

1) Ancaman yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara:
ke-1pencurian ternak;
ke-2pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan
kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
ke-3pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di
situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
ke-4pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
ke-5pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama
sembilan tahun®.

Bentuk umum pencurian dalam Pasal 362, harus dipenuhi terlebih
dahulu. Menurut Pasal 362 pengertian pencurian adalah perbuatan mengambil
suatu benda, dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, sesuatu yang

dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain.

3 Ibid, Pasal 363, him.128.



Hukum pidana yang tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk
diberlakukan sebagai hukum positif (ius constitutum), tetapi akan berlaku
efektif dan dianggap sebagai pencapaian keadilan dan kepastian hukum jika
penerapannya sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pembentuk undang-
undang tentang apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.

Pada dasarnya tujuan utama penegakan hukum pidana, karena sifat
hukum pidana sebagai hukum publik, adalah untuk mengancam atau
merugikan kepentingan masyarakat sebagai suatu kelompok, baik individu
maupun kelompok orang (organisasi)®.

Menurut peneliti hukum pidana yaitu hukum yang harus dipertahankan
dan hukum yang bisa melindungi masyarakat dari kejahatan.

Jumlah kejahatan terhadap hak atau milik tanpa kekerasan itu sendiri
dalam kurun waktu 2017-2019 cenderung menurun. Pada tahun 2017 terjadi
107.042 kejadian, pada 2018 menjadi 90.757 kejadian, dan menurun pada
tahun 2019 menjadi 80.450 kejadian.

Pencurian tanpa kekerasan adalah jenis kejahatan paling umum tahun ini,
menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Tindak pidana tersebut
didasarkan pada pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor. Jumlah
kasus kejahatan tanpa kekerasan terhadap hak milik atau barang. Polda
Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 8.693 kasus, Polda Jawa
Timur peringkat kedua dengan 6.929 kasus, dan Polda Jawa Tengah sendiri
mencatat 193 kasus®.

Modus pencurian ATM banyak sekali ragamnya, tergantung pada teknik
pencurian yang dilakukan oleh tersangka pencuri atau pembobol ATM, seperti

misalnya kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2020 di Plamongan Indah, 2
unit mobil, 1 unit motor, 1 buah HP dan uang tunai Rp. 379.000.000 disita dari

4 Jsmu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana”, Edisi
Pertama, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, him. 11.

5 Badan Pusat Statistik, 2020, “Statistik Kriminal™, Jakarta : Katalog BPS : Nomor 4401002, him.
22.



tersangka. Tersangka seorang karyawan perusahaan yang bergerak di bidang
perbaikan ATM Bank, kejadian berawal dengan adanya laporan bahwa kunci
salah satu mesin ATM hilang®.

Kota Semarang yang wilayahnya luas dan padat penduduknya dengan
kehidupan masyarakat yang sangat aktif telah mewarnai bentuk gangguan
kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), baik itu kejahatan maupun
pelanggaran hukum. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
sangat serius di Kota Semarang. Salah satu pencurian yang sering dialami oleh
masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Kasus pencurian dengan
pemberatan merupakan penyakit masyarakat yang sampai Saat ini masih
terjadi. Pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau secara doktrin juga
sering disebut gequalificeerde distal atau pencurian berkualifikasi, yaitu
pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan keadaan
yang memberatkan’. Perbuatan pencurian uang yang terjadi di mesin ATM
sifatnya sangat merugikan masyarakat sebagai pihak nasabah serta pihak bank,

semua perilaku manusia yang mengarah pada kejahatan pada dasarnya tidak

terlepas dari sifat karakter manusia, juga di pengaruhi oleh lingkungan serta

® PID Satreskrim Polrestabes Semarang, Satreskrim Polrestabes Semarang Berhasil Ungkap
Kasus Pembobolan ATM Di Plamongan Indah,

http://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/satreskrim-polrestabes-semarang-berhasil-
ungkap-kasus-pembobolan-atm-di-plamongan-indah, diunduh pada tanggal 12 Juli 2021, pukul
20.30.

" Luciana Manurunng, dkk, 2019, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan  (Analisis  Pencurian  Nomor
3819/Pid.B/2017/PN. Mdn), Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains,
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1335/1202, diunduh tanggal 25
Juni 2021, pukul.22.30.



http://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/satreskrim-polrestabes-semarang-berhasil-ungkap-kasus-pembobolan-atm-di-plamongan-indah
http://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/satreskrim-polrestabes-semarang-berhasil-ungkap-kasus-pembobolan-atm-di-plamongan-indah
https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1335/1202

berbagai faktor yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain dalam
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu lembaga nasional yang ditunjuk sebagai aparat penegak
hukum adalah kepolisian.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan
bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai
berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Perlindungan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat®.

Peran polisi secara umum adalah menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat, namun tugas menjadi penegak hukum hanyalah salah satu dari
beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Salah satu tugas kepolisian dalam hal ini Polrestabes Semarang dalam hal
penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian uang di Mesin ATM salah
satunya ialah dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dilakukan berdasarkan ada ketentuan KUHAP.

Berdasarkan contoh kasus di atas kita semua tahu bahwa terkait dengan
kasus tindak pidana pencurian uang di ATM pihak kepolisian dibebani tugas
untuk melakukan proses penegakan hukum dengan sesuai dengan Undang-
Undang terhadap para pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan

dapat menciptakan situasi masyarakat yang kondusif dan menciptakan tujuan

hukum itu sendiri.

8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal
13,.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengambil judul
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN UANG DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) STUDI

KASUS DI POLRESTABES KOTA SEMARANG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian
uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Semarang?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Kota Semarang
dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pencurian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota
Semarang?

C.Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
penelitian ini berujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polrestabes
Kota Semarang terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang di mesin
Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pihak Polrestabes Kota
Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana pencurian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota

Semarang.



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik dari segi akademis

maupun dari segi praktis:

1. Dari segi akademis

a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu
pengetahuan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana pencurian uang di mesin ATM yang dilakukan oleh Kepolisian
Polrestabes Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian uang di
mesin ATM.

Dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian lain yang sesuai

dengan bidang studi penulis.

2. Secara Praktis

a.

Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masyarakat
manfaat, edukasi, pengetahuan, referensi atau informasi tentang upaya
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang di
mesin  ATM vyang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Kota
Semarang.

Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini hendaknya menjadi literature atau bahan bacaan
yang akan membantu mahasiswa menambah pengetahuan tentang

upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian



uang di mesin ATM yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Kota
Semarang dan dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan
referensi ketika melakukan penelitian yang sama dan melakukan
penelitian lebih mendalam.
E. Metode Penelitian
Bab Metode Penelitian akan membahas tentang metode penelitian,
spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif
menekankan pada proses pemahaman rumusan masalah untuk
mengkonstruksikan fenomena hukum yang kompleks®. Metode deskriptif
menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian,
serta menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kenyataan yang
terjadi®®. Informasi dan data yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan
hasil studi lapangan dan literatur yang digunakan untuk mencapai
kesimpulan akhir. Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Penegakan
Hukum terhadap Pelaku Pencurian Uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri

(ATM) yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang.

% Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas
Katolik Soegijapranata, him. 50.

10 Restu Kartiko Widi, 2018, Menggelorakan Penelitian, Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan
Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, him. 86.



2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu
menggambarkan hasil penelitian selengkap dan sedetail mungkin.

Selanjutnya hasil penelitian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan penegakan hukum yang benar untuk pelaku.

3. Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan

sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang di

mesin ATM serta upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh penyidik

Polrestabes Kota Semarang. Adapun elemen penelitiannya diuraikan

sebagai berikut :

a. 1 kasus pencurian uang di ATM vyang ditangani oleh penyidik
Polrestabes Kota Semarang, Laporan Polisi Nomor:
LP/B/05/1/2020/JATENG/RES TBS SMG dengan Nomor Register
B/4/I1/RES.1.8/2020/RESKRIM.

b. 1 orang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat
Bripka (Brigadir Polisi Kepala) bertugas di Resmob Polrestabes Kota
Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data-data yang diperlukan, maka dilakukan melalui:
a. Studi Pustaka
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan teori dan pendapat ahli

yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :

10



1). Bahan Hukum Primer
Terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau
putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8
Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2). Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang
termasuk bahan hukum sekunder adalah buku yang berkaitan
dengan pokok permasalahan, serta hasil penelitian terdahulu yang
ada kaitannya dengan objek yang diteliti, seperti jurnal hukum,
skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum sekunder merupakan
penunjang dan pendukung dari penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier terdiri dari buku, teks bukan hukum yang
terkait dengan penelitian, seperti kamus bahasa Indonesia.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dilakukan dengan

wawancara. Teknik wawancara juga merupakan teknik percakapan

dengan maksud tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara

mengadakan wawancara dengan pihak Polrestabes Kota Semarang

11



yang dalam penelitian ini sebagai elemen berjalannya proses
penegakan hukum bagi para pelaku pencurian uang di Mesin
Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dalam wawancara ini peneliti
melakukan wawancara dengan Bripka Tetty Marlinda sebagai Banum
(Bintara Urusan Umum) serta penyidik pembantu Polrestabes Kota
Semarang.
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data
Data dari penelitian kepustakaan dan wawancara diolah dan
disajikan. Peneliti memilih data yang relevan dengan penelitian, dan tidak
menggunakan data yang tidak relevan. Setelah pengolahan data selesali,
data yang relevan akan diedit. Data disusun secara sistematis untuk
dianalisis lebih lanjut.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, tidak
menggunakan statistik atau perhitungan matematis. Data dan informasi
yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara akan dianalisis sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Analisis data yang diperoleh

adalah analisis isi (content analysis) dari unsur-unsur penelitian.
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F. Sistematika Skripsi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sistematika skripsi ini dibagi ke

dalam 4 bab, dimana setiap bab masih dibagi menjadi beberapa sub bab yang

saling terkait. Berikut sistematika skripsi meliputi:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung pembahasan, antara lain
pengertian penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana
pencurian, dan tinjauan tentang anjungan tunai mandiri (ATM).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu upaya
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang di
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Semarang, faktor
penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak
pidana pencurian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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